SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR :100.3.3.2/Kep. 21 -Bag.Orgs /2025

TENTANG

PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)

huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013
tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4688);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



10.

11.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan
Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan
Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1047);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun
2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2023 Nomor 9);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,
Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Tujuan penetapan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada
DIKTUM KESATU antara lain:

a. sebagai bahan penyusunan kebijakan pembinaan dan
penataan manajemen sumber daya aparatur sipil negara; dan

b. sebagai bahan penyusunan kebijakan pemberian tambahan
penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,
ttd.

ADE ZAKIR



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.21-Bag.Orgs/2025
TENTANG

PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

RINCIAN KELAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

No. Nama Jabatan Kelas
A. | Sekretariat Daerah

1. Sekretaris Daerah 15
2. Asisten Daerah 14
3. Staf Ahli Bupati 13
4. Kepala Bagian 12
S. Kepala Sub Bagian 9
B. | Sekretariat DPRD

1. Sekretaris DPRD 14
2. Kepala Bagian 12
3. Kepala Sub Bagian 9
C. |Inspektorat Daerah

1. Inspektur Daerah 14
2. Inspektur Pembantu 11
3. Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Daerah 9
D. Dinas

1. Kepala Dinas 14
2. Sekretaris Dinas 12
3. Kepala Bidang 11
4. Kepala Sub Bagian 9
S. Kepala Seksi 9




No. Nama Jabatan Kelas
RSUD
1. Direktur RSUD Tipe C 12
2. Kepala Bagian pada RSUD Tipe C 11
3. Kepala Bidang pada RSUD Tipe C 11
4. Kepala Sub Bagian RSUD Tipe C 9
S. Kepala Seksi RSUD Tipe C 9
UPTD

1. Kepala UPTD Tipe A 9
2. Kepala UPTD Tipe B 8
3. Kepala Sub Bagian UPTD Tipe A 8
E. Badan

1. Kepala Badan/Pelaksana 14
2. Sekretaris Badan 12
3. Kepala Bidang 11
4. Kepala Sub Bagian 9
S. Kepala Sub Bidang 9
F. Kecamatan

1. | Camat 12
2. Sekretaris Kecamatan 11
3. Kepala Seksi 9
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 9
5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 8

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,
ttd.

ADE ZAKIR




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.21-Bag.Orgs /20252024

TENTANG

PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

RINCIAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT

No. Nomenklatur Jabatan J;{bei:n
1. | Administrator Database Kependudukan Ahli Madya 11
2. Administrator Database Kependudukan Ahli Muda 9
3. Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama 8
4. | Administrator Kesehatan Ahli Madya 11
5. | Administrator Kesehatan Ahli Muda 9
6. Administrator Kesehatan Ahli Pertama 8
7. Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya 12
8. Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda 10
9. Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama 8
10. | Analis Akuakultur Ahli Madya 11
11. | Analis Akuakultur Ahli Muda 9
12. | Analis Akuakultur Ahli Pertama 8
13. | Analis Hukum Ahli Madya 11
14. | Analis Hukum Ahli Muda 9
15. | Analis Hukum Ahli Pertama 8
16. | Analis Kebakaran Ahli Madya 11
17. | Analis Kebakaran Ahli Muda 9
18. | Analis Kebakaran Ahli Pertama 8
19. | Analis Kebencanaan Ahli Madya 12
20. | Analis Kebencanaan Ahli Muda 9
21. | Analis Kebencanaan Ahli Pertama 8
22. | Analis Kebijakan Ahli Madya 12




Kelas

No. Nomenklatur Jabatan Jabatan
23. | Analis Kebijakan Ahli Muda 10
24. | Analis Kebijakan Ahli Pertama 8
25. | Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya 12
26. | Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda 10
27. | Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama 8
28. | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya 11
29. | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda 9
30. | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama 8
31. | Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya 12
32. | Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda 10
33. | Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama 8
34. | Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia 8
35. | Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
36. | Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana/Terampil 6
37. | Analis Perdagangan Ahli Madya 12
38. | Analis Perdagangan Ahli Muda 10
39. | Analis Perdagangan Ahli Pertama 8
40. | Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya 12
41. | Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda 10
42. | Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama 8
43. | Analis SDM Aparatur Ahli Madya 12
44. | Analis SDM Aparatur Ahli Muda 10
45. | Analis SDM Aparatur Ahli Pertama 8
46. | Apoteker Ahli Utama 13
47. | Apoteker Ahli Madya 11
48. | Apoteker Ahli Muda 9
49. | Apoteker Ahli Pertama 8




Kelas

No. Nomenklatur Jabatan Jabatan
50. | Arsiparis Ahli Madya 11
S51. | Arsiparis Ahli Muda 9
52. | Arsiparis Ahli Pertama 8
53. | Arsiparis Penyelia 8
S54. | Arsiparis Mahir 7
S55. | Arsiparis Terampil 6
56. | Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Madya 11
S7. | Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda 9
58. | Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama 8
59. | Asesor SDM Aparatur Ahli Madya 12
60. | Asesor SDM Aparatur Ahli Muda 10
61. | Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama 8
62. | Asisten Apoteker Penyelia 8
63. | Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
64. | Asisten Apoteker Pelaksana/Terampil 6
65. | Asisten Apoteker Pelaksana Pemula S
66. | Asisten Perisalah Legislatif Penyelia 8
67. | Asisten Perisalah Legislatif Mahir 7
68. | Asisten Perisalah Legislatif Terampil 6
69. | Auditor Ahli Utama 14
70. | Auditor Ahli Madya 12
71. | Auditor Ahli Muda 10
72. | Auditor Ahli Pertama 8
73. | Bidan Ahli Madya 11
74. | Bidan Ahli Muda 9
75. | Bidan Ahli Pertama 8
76. | Bidan Penyelia 8




Kelas

No. Nomenklatur Jabatan Jabatan
77. | Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
78. | Bidan Pelaksana/Terampil 6
79. | Bidan Pelaksana Pemula 5
80. | Dokter Ahli Utama 14
81. | Dokter Ahli Madya 12
82. | Dokter Ahli Muda 10
83. | Dokter Ahli Pertama 9
84. | Dokter Gigi Ahli Utama 14
85. | Dokter Gigi Ahli Madya 12
86. | Dokter Gigi Ahli Muda 10
87. | Dokter Gigi Ahli Pertama 9
88. | Epidemiolog Kesehatan Ahli Utama 13
89. | Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya 11
90. | Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda 9
91. | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama 8
92. | Epidemiolog Kesehatan Penyelia 8
93. | Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
94. | Epidemiolog Kesehatan Pelaksana/Terampil 6
95. | Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula 5
96. | Fisikawan Medis Ahli Madya 11
97. | Fisikawan Medis Ahli Muda 9
98. | Fisikawan Medis Ahli Pertama 8
99. | Fisioterapis Ahli Madya 11
100. | Fisioterapis Ahli Muda 9
101. | Fisioterapis Ahli Pertama 8
102. | Fisioterapis Penyelia 8
103. | Fisioterapis Pelaksana Lanjutan/Mahir 7




Kelas

No. Nomenklatur Jabatan Jabatan
104. | Fisioterapis Pelaksana/Terampil 6
105. | Guru Ahli Utama 13
106. | Guru Ahli Madya 11
107. | Guru Ahli Muda 9
108. | Guru Ahli Pertama 8
109. | Instruktur Ahli Madya 12
110. | Instruktur Ahli Muda 10
111. | Instruktur Ahli Pertama 8
112. | Instruktur Penyelia 8
113. | Instruktur Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
114. | Instruktur Pelaksana/Terampil 6
115. | Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya 12
116. | Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda 10
117. | Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama 8
118. | Medik Veteriner Ahli Madya 11
119. | Medik Veteriner Ahli Muda 9
120. | Medik Veteriner Ahli Pertama 8
121. | Nutrisionis Ahli Madya 11
122. | Nutrisionis Ahli Muda 9
123. | Nutrisionis Ahli Pertama 8
124. | Nutrisionis Penyelia 8
125. | Nutrisionis Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
126. | Nutrisionis Pelaksana/Terampil 6
127. | Okupasi Terapis Penyelia 8
128. | Okupasi Terapis Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
129. | Okupasi Terapis Pelaksana/Terampil 6
130. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 3

Penyelia




Kelas

No. Nomenklatur Jabatan Jabatan
131. | Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Mahir 7
132. Operato.r Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 6
Terampil
133. | Pamong Budaya Ahli Madya 11
134. | Pamong Budaya Ahli Muda 9
135. | Pamong Budaya Ahli Pertama 8
136. | Pamong Budaya Penyelia 8
137. | Pamong Budaya Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
138. | Pamong Budaya Pelaksana/Terampil 6
139. | Paramedik Veteriner Penyelia 8
140. | Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
141. | Paramedik Veteriner Pelaksana/Terampil 6
142. | Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula 5
143. | Penata Anestesi Ahli Madya 11
144. | Penata Anestesi Ahli Muda 9
145. | Penata Anestesi Ahli Pertama 8
146. | Pekerja Sosial Ahli Madya 12
147. | Pekerja Sosial Ahli Muda 10
148. | Pekerja Sosial Ahli Pertama 8
149. | Pemadam Kebakaran Penyelia 8
150. | Pemadam Kebakaran Mahir 7
151. | Pemadam Kebakaran Terampil 6
152. | Pemadam Kebakaran Pemula 5
153. | Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya 12
154. | Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda 10
155. | Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama 8
156. | Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya 11
157. | Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda 10




Kelas

No. Nomenklatur Jabatan Jabatan
158. | Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama 8
159. | Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia 8
160. | Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir 7
161. | Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil 6
162. | Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Madya 11
163. | Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda 9
164. | Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama 8
165. | Penata Anestesi Ahli Madya 11
166. | Penata Anestesi Ahli Muda 9
167. | Penata Anestesi Ahli Pertama 8
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
168. ) 12
Ahli Madya
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
169. ) 10
Ahli Muda
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
170. . 8
Ahli Pertama
171. | Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Madya 12
172. | Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda 10
173. | Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama 8
174. | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya 11
175. | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda 9
176. | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama 8
177. | Penata Kependudukan dan KB Ahli Madya 11
178. | Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda 9
179. | Penata Kependudukan dan KB Ahli Pertama 8
180 Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 9
" | Penyelia
181 Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 7
" | Mahir
182 Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 6
" | Terampil
183. | Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia 8
184. | Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir 7




Kelas

No. Nomenklatur Jabatan Jabatan
185. | Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil 6
186. | Pengawas Perikanan Ahli Madya 11
187. | Pengawas Perikanan Ahli Muda 9
188. | Pengawas Perikanan Ahli Pertama 8
189. | Pengelola Sumber Daya Air Ahli Madya 12
190. | Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda 10
191. | Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama 8
192. | Penata Laksana Sumber Daya Air Penyelia 9
193. | Penata Laksana Sumber Daya Air Pelaksana Lanjutan/Mabhir 7
194. | Penata Laksana Sumber Daya Air Pelaksana/Terampil 6
195. | Penata Laksana Sumber Daya Air Pelaksana Pemula 5
196. | Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya 12
197. | Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda 9
198. | Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama 8
199. | Penata Perizinan Ahli Madya 12
200. | Penata Perizinan Ahli Muda 10
201. | Penata Perizinan Ahli Pertama 8
202. | Penata Ruang Ahli Madya 11
203. | Penata Ruang Ahli Muda 9
204. | Penata Ruang Ahli Pertama 8
205. | Penera Ahli Madya 11
206. | Penera Ahli Muda 9
207. | Penera Ahli Pertama 8
208. | Penera Penyelia 8
209. | Penera Mahir 7
210. | Penera Terampil 6
211. | Pengamat Tera Penyelia 8




Kelas

No. Nomenklatur Jabatan Jabatan
212. | Pengamat Tera Mahir 7
213. | Pengamat Tera Terampil 6
214. | Pengamat Tera Pemula 5
215. | Pengantar Kerja Ahli Madya 12
216. | Pengantar Kerja Ahli Muda 10
217. | Pengantar Kerja Ahli Pertama 8
218. | Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya 12
219. | Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda 10
220. | Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama 8
221. | Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya 11
222. | Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda 9
223. | Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama 8
224. | Pengawas Benih Tanaman Penyelia 9
225. | Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Lanjutan/Mahir 8
226. | Pengawas Benih Tanaman Pelaksana/Terampil 6
227. | Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula S
228. | Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya 11
229. | Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda 9
230. | Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama 8
231. | Pengawas Bibit Ternak Penyelia 8
232. | Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
233. | Pengawas Bibit Ternak Pelaksana/Terampil 6
234. | Pengawas Kemetrologian Ahli Madya 11
235. | Pengawas Kemetrologian Ahli Muda 9
236. | Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama 8
237. | Pengawas Koperasi Ahli Madya 12
238. | Pengawas Koperasi Ahli Muda 10




Kelas

No. Nomenklatur Jabatan Jabatan
239. | Pengawas Koperasi Ahli Pertama 8
240. | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya 12
241. | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda 10
242. | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama 8
243. | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya 11
244. | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda 9
245. | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama 8
246. | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia 8
247. | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
248. | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana/Terampil 6
249. | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula 5
250. | Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya 11
251. | Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda 9
252. | Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama 8
253. | Pengawas Mutu Pakan Penyelia 8
254. | Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
255. | Pengawas Mutu Pakan Pelaksana/Terampil §)
256. | Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula 5

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
257. ; 12

Ahli Madya

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
258. ; 10

Ahli Muda

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
259. ; 8

Ahli Pertama
260. | Pengawas Perdagangan Ahli Madya 12
261. | Pengawas Perdagangan Ahli Muda 10
262. | Pengawas Perdagangan Ahli Pertama 8
263. | Pengawas Sekolah Ahli Madya 11
264. | Pengawas Sekolah Ahli Muda 9
265. | Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Madya 12




Kelas

No. Nomenklatur Jabatan Jabatan
266. | Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda 9
267. | Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama 8
268. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya 12
269. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 10
270. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 8
271. | Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya 12
272. | Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda 10
273. | Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama 8
274. | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya 12
275. | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda 10
276. | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama 8
277. | Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia 8
278. | Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
279. | Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana/Terampil 6
280. | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya 11
281. | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda 10
282. | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama 8
283. | Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia 8
284. | Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan/Mabhir 7
285. | Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana/Terampil 6
286. | Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula 5
287. | Penilik Ahli Utama 13
288. | Penilik Ahli Madya 11
289. | Penilik Ahli Muda 9
290. | Penilik Ahli Pertama 8
291. | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya 11
292. | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda 9




Kelas

No. Nomenklatur Jabatan Jabatan
293. | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama 8
294. | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia 8
295. | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
296. | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana/Terampil 6
297. | Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya 11
298. | Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda 9
299. | Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama 8
300. | Penyuluh Perikanan Ahli Madya 11
301. | Penyuluh Perikanan Ahli Muda 9
302. | Penyuluh Perikanan Ahli Pertama 8
303. | Penyuluh Perikanan Penyelia 8
304. | Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
305. | Penyuluh Perikanan Pelaksana/Terampil 6
306. | Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula 5
307. | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya 11
308. | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda 9
309. | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama 8
310. | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Penyelia 8
311 Penyuluh Perigdustrian dan Perdagangan Pelaksana 7
Lanjutan/Mahir
312. | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana/Terampil 6
313. | Penyuluh Pertanian Ahli Madya 12
314. | Penyuluh Pertanian Ahli Muda 10
315. | Penyuluh Pertanian Ahli Pertama 8
316. | Penyuluh Pertanian Penyelia 9
317. | Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan/Mahir 8
318. | Penyuluh Pertanian Pelaksana/Terampil 7
319. | Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula 5




Kelas

No. Nomenklatur Jabatan Jabatan
320. | Penyuluh Sosial Ahli Madya 11
321. | Penyuluh Sosial Ahli Muda 9
322. | Penyuluh Sosial Ahli Pertama 8
323. | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya 12
324. | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda 10
325. | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama 8
326. | Perawat Ahli Madya 11
327. | Perawat Ahli Muda 9
328. | Perawat Ahli Pertama 8
329. | Perawat Penyelia 8
330. | Perawat Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
331. | Perawat Pelaksana/Terampil 6
332. | Perekam Medis Ahli Madya 11
333. | Perekam Medis Ahli Muda 9
334. | Perekam Medis Ahli Pertama 8
335. | Perekam Medis Penyelia 8
336. | Perekam Medis Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
337. | Perekam Medis Pelaksana/Terampil 6
338. | Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya 11
339. | Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda 9
340. | Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama 8
341. | Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Penyelia 8
349, Pera.lwat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Pelaksana 7
Lanjutan/Mahir
343. | Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Pelaksana/Terampil 6
344. | Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Pelaksana Pemula 5
345. | Perencana Ahli Madya 12
346. | Perencana Ahli Muda 10




Kelas

No. Nomenklatur Jabatan Jabatan
347. | Perencana Ahli Pertama 8
348. | Perisalah Legislatif Ahli Madya 11
349. | Perisalah Legislatif Ahli Muda 9
350. | Perisalah Legislatif Ahli Pertama 8
351. | Polisi Pamong Praja Ahli Madya 11
352. | Polisi Pamong Praja Ahli Muda 9
353. | Polisi Pamong Praja Ahli Pertama 8
354. | Polisi Pamong Praja Penyelia 8
355. | Polisi Pamong Praja Mahir 7
356. | Polisi Pamong Praja Terampil 6
357. | Polisi Pamong Praja Pemula 5
358. | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya 11
359. | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 9
360. | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 8
361. | Pranata Komputer Ahli Madya 11
362. | Pranata Komputer Ahli Muda 9
363. | Pranata Komputer Ahli Pertama 8
364. | Pranata Komputer Penyelia 8
365. | Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
366. | Pranata Komputer Pelaksana/Terampil 6
367. | Pranata Komputer Pelaksana Pemula 5
368. | Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya 11
369. | Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda 9
370. | Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama 8
371. | Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia 8
372. | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
373. | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil §)




Kelas

No. Nomenklatur Jabatan Jabatan
374. | Pranata SDM Aparatur Penyelia 8
375. | Pranata SDM Aparatur Mahir 7
376. | Pranata SDM Aparatur Terampil 6
377. | Psikolog Klinis Ahli Madya 11
378. | Psikolog Klinis Ahli Muda 9
379. | Psikolog Klinis Ahli Pertama 8
380. | Pustakawan Ahli Madya 11
381. | Pustakawan Ahli Muda 9
382. | Pustakawan Ahli Pertama 8
383. | Pustakawan Penyelia 8
384. | Pustakawan Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
385. | Pustakawan Pelaksana/Terampil 6
386. | Radiografer Ahli Madya 11
387. | Radiografer Ahli Muda 9
388. | Radiografer Ahli Pertama 8
389. | Radiografer Penyelia 8
390. | Radiografer Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
391. | Radiografer Pelaksana/Terampil 6
392. | Refraksionis Optisien Penyelia 8
393. | Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan 7
394. | Refraksionis Optisien Pelaksana 6
395. | Sandiman Ahli Madya 12
396. | Sandiman Ahli Muda 10
397. | Sandiman Ahli Pertama 8
398. | Sandiman Penyelia 9
399. | Sandiman Pelaksana Lanjutan/Mahir 8
400. | Sandiman Pelaksana/Terampil 7




Kelas

No. Nomenklatur Jabatan Jabatan
401. | Sanitarian Ahli Madya 11
402. | Sanitarian Ahli Muda 9
403. | Sanitarian Ahli Pertama 8
404. | Sanitarian Penyelia 8
405. | Sanitarian Pelaksana Lanjutan/Mabhir 7
406. | Sanitarian Pelaksana/Terampil 6
407. | Sanitarian Pelaksana Pemula 5
408. | Statistisi Ahli Madya 11
409. | Statistisi Ahli Muda 9
410. | Statistisi Ahli Pertama 8
411. | Statistisi Penyelia 8
412. | Statistisi Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
413. | Statistisi Pelaksana/Terampil 6
414. | Statistisi Pelaksana Pemula 5
415 Teknik Penyehatan Lingkungan/Penata Kelola Penyehatan 11
" | Lingkungan Ahli Madya
416 Teknik Penyehatan Lingkungan/Penata Kelola Penyehatan 9
" | Lingkungan Ahli Muda
Teknik Penyehatan Lingkungan/Penata Kelola Penyehatan
417. . . 8
Lingkungan Ahli Pertama
Teknik Penyehatan Lingkungan/Penata Laksana Penyehatan
418. . . 8
Lingkungan Penyelia
419 Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Lanjutan/Penata 7
" | Laksana Penyehatan Lingkungan Mahir
Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana/Penata Laksana
420. . . 6
Penyehatan Lingkungan Terampil
421. | Teknisi Akuakultur Penyelia 8
422. | Teknisi Akuakultur Mahir 7
423. | Teknisi Akuakultur Terampil 6
424. | Teknisi Akuakultur Pemula 5
425. | Teknisi Elektromedis Penyelia 8
426. | Teknisi Elektromedis Mahir 7
427. | Teknisi Elektromedis Terampil 6




Kelas

No. Nomenklatur Jabatan Jabatan
428. | Teknisi Transfusi Darah Penyelia 8
429. | Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
430. | Teknisi Transfusi Darah Pelaksana/Terampil 6
431. | Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula/Pemula 5
432. | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya 11
433. | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda 9
434. | Tenaga Promosi Kesehatan dan [lmu Perilaku Ahli Pertama 8
435. | Terapis Wicara Penyelia 8
436. | Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan/Mabhir 7
437. | Terapis Wicara Pelaksana/Terampil §)
438. | Widyaiswara Ahli Madya 12
439. | Widyaiswara Ahli Muda 10
440. | Widyaiswara Ahli Pertama 8

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR




LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.21-Bag.Orgs /2025

TENTANG
PENETAPAN KELAS

JABATAN

DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

BANDUNG BARAT

KABUPATEN BANDUNG BARAT

RINCIAN KELAS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

No. Nomenklatur Jabatan J;{bei:m
1. Fasilitator Pemerintahan 7
2. Fasilitator Perdagangan 7
3. Penata Acara 7
4. Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan 7
5. Penata Kelola Kelautan dan Perikanan 7
6. Penata Kelola Layanan Kesehatan 7
7. Penata Kelola Leger Jalan 7
8. Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7
9. Penata Kelola Pemerintahan 7
10. | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7
11. | Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang 7
12. | Penata Layanan Operasional 7
13. | Penelaah Teknis Kebijakan 7
14. | Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 7
15. | Pengawas Industri 7
16. | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan 7
17. | Asisten Kelola Obat dan Makanan 6
18. | Dokumentalis Hukum 6
19. | Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 6
20. | Operator Pengelolaan Sumber Daya Air 6
21. | Pengelola Keprotokolan 6




Kelas

No. Nomenklatur Jabatan Jabatan
22. | Pengelola Layanan Kesehatan 6
23. | Pengelola Layanan Operasional 6
24. | Pengelola Layanan Pengadaan 6
25. | Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6
26. | Pengelola Siaran 6
27. | Pengelola Trantibum 6
28. | Pengolah Data dan Informasi 6
29. | Operator Alat Berat 5
30. | Operator Layanan Operasional S
31. | Pengadministrasi Perkantoran 5
32. | Penilik Jalan 5
33. | Petugas Operasi dan Pemeliharaan 5
34. | Pranata Trantibum 5

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,
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